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PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan
manusia melalui ketentuan-ketentuan syatiat yang bersumber dari Al-Qut'an dan Sunnah.
Seluruh aturan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik dalam
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hubungan dengan Allah Swt., sesama manusia, maupun lingkungan sekitarnya. Dalam kajian
ushul fikih, penetapan hukum tidak hanya membahas sumber-sumber hukum dan metode
istinbat, tetapi juga membahas siapa yang menjadi sasaran dari hukum tersebut. Oleh karena
itu, konsep mahkum 'alaih sebagai subjek hukum dan al-ahliyah sebagai kecakapan hukum
menjadi pembahasan yang sangat penting karena berkaitan dengan pihak yang dibebani
kewajiban menjalankan syariat Islam.

Sejak masa Rasulullah Saw., ketentuan mengenai pembebanan hukum telah
diterapkan sesuai dengan kemampuan manusia. Rasulullah Saw. menjelaskan bahwa syariat
Islam diberikan kepada orang-orang yang telah memenubhi syarat tertentu, seperti memiliki
akal, mencapai usia baligh, serta mampu memahami dan melaksanakan ketentuan agama.
Setelah beliau wafat, para sahabat dan ulama melanjutkan pengembangan kajian mengenai
siapa yang dapat disebut sebagai mukallaf, syarat-syarat seseorang dikenai taklif, serta
berbagai keadaan yang dapat memengaruhi kecakapan hukum seseorang. Pembahasan
tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu bagian penting dalam ilmu ushul fikih
yang memberikan landasan bagi penerapan hukum Islam secara adil dan proporsional.

Perkembangan ilmu ushul fikih semakin memperjelas bahwa tidak setiap orang secara
otomatis menjadi subjek hukum. Para ulama seperti Abdul Wahhab Khallaf, Wahbah Az-
Zuhaili, Amir Syarifuddin, Muhammad Abu Zahrah, dan Nasrun Haroen menjelaskan bahwa
pembebanan hukum (taklif) hanya diberikan kepada orang yang memenuhi syarat-syarat
tertentu, seperti berakal, baligh, mampu melaksanakan hukum, mengetahui adanya perintah
syariat, serta memiliki kebebasan dalam bertindak. Selain itu, konsep al-ahliyah menjelaskan
tingkat kecakapan seseorang dalam menerima hak dan menjalankan kewajiban sehingga
hukum Islam benar-benar diterapkan berdasarkan prinsip keadilan, kemampuan, dan
kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak membebani manusia di luar
batas kesanggupannya, melainkan memberikan ketentuan yang sesuai dengan kondisi
masing-masing individu.

Di samping itu, pembahasan mengenai mahkum 'alaih dan al-ahliyah juga berkaitan
dengan persoalan-persoalan hukum yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk
perbedaan pendapat para ulama mengenai pembebanan hukum terhadap orang kafir.
Perbedaan tersebut menunjukkan keluasan kajian ushul fikih dalam memahami nash-nash
syariat serta menerapkan hukum secara bijaksana. Oleh karena itu, pemahaman terhadap
konsep mahkum 'alaih, taklif, dan al-ahliyah menjadi sangat penting, khususnya bagi
mahasiswa dan para pengkaji hukum Islam, agar mampu memahami proses penetapan
hukum secara komprehensif, objektif, serta sesuai dengan kaidah-kaidah ushul fikih yang
telah dirumuskan oleh para ulama.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian
konseptual mengenai ta'arudl dan tarjih sebagai metode penyelesaian pertentangan dalil
dalam proses istinbat hukum Islam. Melalui penelitian kepustakaan, peneliti mengumpulkan,
mengkaji, membandingkan, serta menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan
konsep ta'arudl, tarjih, dasar hukumnya, penyebab terjadinya ta'arudl, metode penyelesaian
pertentangan dalil, serta penerapan konsep tersebut dalam kajian ushul fikih. Pendekatan ini
memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme
penyelesaian perbedaan dalil dalam penetapan hukum Islam.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh dati kitab-kitab ushul fikih yang menjadi rujukan utama dalam pembahasan ta'arudl
dan tarjih, seperti karya Abdul Wahhab Khallaf, Wahbah Az-Zuhaili, Amir Syarifuddin, dan
Satria Effendi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku
referensi, prosiding, serta berbagai publikasi akademik yang membahas teori ta'arudl, tarjih,
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metode istinbat hukum, serta perkembangan kajian wushul fikih dalam perspektif
kontemporer. Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan untuk memperkaya sudut
pandang analisis sekaligus meningkatkan validitas hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelusuri,
membaca, mencatat, mengidentifikasi, serta mengelompokkan berbagai referensi yang
relevan dengan fokus penelitian. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan
tingkat relevansi, kredibilitas sumber, serta kesesuaiannya dengan tema penelitian.
Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) melalui
tahapan reduksi data, klasifikasi tema, interpretasi konsep, serta sintesis terhadap berbagai
pandangan ulama dan akademisi mengenai pengertian ta'arudl dan tatjih, bentuk-bentuk
pertentangan dalil, metode penyelesaiannya, serta kriteria tarjith dalam menetapkan hukum
Islam.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber
dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari kitab-kitab ushul fikih klasik, literatur
kontemporer, serta hasil penelitian ilmiah yang relevan. Melalui pendekatan tersebut,
penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai
konsep ta'arudl dan tarjih, prosedur penyelesaian pertentangan dalil dalam ushul fikih, serta
implikasinya terhadap proses istinbat hukum Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian ushul fikih serta
memperkaya khazanah akademik mengenai metodologi penetapan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengertian Mahkum 'Alaih

Mahkum 'alaih merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu ushul fikih yang
membahas subjek hukum, yaitu pihak yang dikenai ketentuan hukum syariat. Secara bahasa,
mahkum 'alaih berarti pihak yang dikenai hukum, sedangkan secara terminologis diartikan
sebagal seseorang yang menjadi sasaran khitab (perintah dan larangan) Allah Swt. sehingga
seluruh perbuatannya dinilai berdasarkan ketentuan syatiat. Dengan demikian, mahkum 'alaih
identik dengan mukallaf, yaitu orang yang telah memenuhi syarat untuk menerima beban
hukum Islam.

Dalam kajian ushul fikih, seseorang tidak serta-merta menjadi mahkum 'alaih. Ia harus
memenuhi syarat-syarat tertentu seperti memiliki akal yang sehat, telah mencapai usia baligh,
mampu memahami tuntutan syariat, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan hukum.
Oleh karena itu, pembebanan hukum dalam Islam selalu mempertimbangkan kondisi dan
kemampuan seseorang sehingga tidak bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi
tujuan syariat.

Menurut Sutrisno, mahkum 'alaih adalah orang yang menjadi sasaran tuntutan Allah
Swt. sehingga setiap perbuatannya memiliki konsekuensi hukum berupa pahala maupun dosa.
Sementara itu, Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa mahkum ‘'alaih merupakan subjek
hukum yang telah memenuhi syarat sebagai mukallaf sehingga berkewajiban melaksanakan
seluruh ketentuan syariat sesuai kemampuan yang dimilikinya.

Dengan demikian, mahkum 'alaih menjadi unsur penting dalam hukum Islam karena
menentukan siapa yang memiliki tanggung jawab hukum terhadap setiap perbuatannya.
Pemahaman mengenai konsep ini memberikan dasar bagi penetapan hukum Islam yang
berlandaskan keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan manusia.

2. Pembebanan Hukum (Taklif) dan Syarat-Syaratnya

Taklif merupakan pembebanan hukum yang diberikan Allah Swt. kepada manusia
berupa perintah, larangan, maupun pilihan dalam menjalankan kehidupan. Dalam ilmu ushul
fikih, taklif merupakan tuntutan syariat yang ditujukan kepada mukallaf agar melaksanakan
perintah Allah, menjauhi larangan-Nya, serta memilih perbuatan yang sesuai dengan

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

361



Muhammad Alif Munawwar, dkk
AN NAJAH (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan) Vol. 5 No.4 (Juli 2026)

ketentuan agama. Tujuan utama taklif adalah mewujudkan kemaslahatan manusia serta
menjaga lima tujuan pokok syariat (maqashid al-syari'ah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta.

Para ulama membagi hukum taklifi menjadi lima macam, yaitu wajib, sunnah, haram,
makruh, dan mubah. Hukum wajib merupakan perbuatan yang harus dikerjakan dan
meninggalkannya berdosa, sedangkan sunnah dianjurkan untuk dikerjakan tetapi tidak
berdosa apabila ditinggalkan. Haram merupakan larangan yang wajib dijauhi, makruh adalah
perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan, sedangkan mubah merupakan perbuatan yang
diperbolehkan tanpa adanya tuntutan khusus dari syariat.

Seseorang baru dapat dikenai taklif apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Para
ulama menjelaskan bahwa syarat tersebut meliputi berakal, baligh, mampu melaksanakan
hukum, telah sampai kepadanya dakwah atau pengetahuan mengenai syariat, serta memiliki
kebebasan dalam bertindak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak membebani
seseorang di luar batas kemampuannya sehingga pembebanan hukum selalu memperhatikan
kondisi individu.

Dengan demikian, konsep taklif menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter
yang adil, proporsional, dan penuh rahmat. Pembebanan hukum bukan bertujuan
memberatkan manusia, melainkan membimbing mereka agar menjalani kehidupan sesuai
dengan nilai-nilai syariat dan mencapai kemaslahatan dunia maupun akhirat.

3. Al-Ahliyah, Macam-Macamnya, dan Taklif terhadap Orang Kafir

Al-ahliyah merupakan kecakapan hukum yang dimiliki seseorang untuk menerima hak
serta menjalankan kewajiban menurut syariat Islam. Secara terminologis, al-ahliyah adalah
kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan hukumnya. Konsep
ini menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang telah layak menerima pembebanan
hukum secara penuh atau masih memiliki keterbatasan tertentu.

Para ulama membagi al-ahliyah menjadi dua macam, yaitu ahliyah al-wujub dan
ahliyah al-ada'. Ahliyah al-wujub merupakan kecakapan untuk menerima hak dan kewajiban
yang telah dimiliki manusia sejak berada dalam kandungan hingga meninggal dunia.
Sementara itu, ahliyah al-ada' adalah kecakapan untuk melaksanakan perbuatan hukum yang
bergantung pada kesempurnaan akal dan kedewasaan seseorang. Kecakapan tersebut dapat
dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mengurangi atau menghilangkannya, seperti gila, tidur,
lupa, mabuk, maupun adanya paksaan.

Selain membahas kecakapan hukum, ushul fikih juga mengkaji persoalan taklif
terhadap orang kafir. Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang kafir tetap dibebani hukum-
hukum cabang syariat di samping kewajiban beriman schingga mereka akan dimintai
pertanggungjawaban atas kekafiran dan pengabaian terhadap syariat. Sementara itu, sebagian
ulama berpendapat bahwa kewajiban utama orang kafir adalah beriman terlebih dahulu karena
ibadah tidak sah tanpa adanya keimanan. Perbedaan pendapat tersebut muncul sebagai hasil
ijtihad para ulama dalam memahami dalil-dalil syariat.

Dengan demikian, pembahasan mengenai al-ahliyah dan taklif terhadap orang kafir
menunjukkan keluasan metodologi ushul fikih dalam menentukan kecakapan hukum
seseorang. Konsep tersebut membuktikan bahwa syariat Islam menetapkan hukum
berdasarkan kemampuan manusia sekaligus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan,
tanggung jawab, dan kemaslahatan.

KESIMPULAN

Mahkum ‘'alath merupakan subjek hukum dalam Islam yang menjadi sasaran
pembebanan hukum syariat atau mukallaf. Seseorang dapat disebut sebagai mahkum 'alaih
apabila telah memenubhi syarat-syarat tertentu, seperti berakal, baligh, mampu melaksanakan
hukum, memahami ketentuan syariat, serta memiliki kebebasan dalam bertindak.
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Pembebanan hukum (taklif) diberikan kepada manusia dalam bentuk hukum wajib, sunnah,
haram, makruh, dan mubah sebagai pedoman untuk mewujudkan kemaslahatan hidup sesuai
dengan tujuan syariat Islam.

Konsep al-ahliyah menjelaskan tingkat kecakapan seseorang dalam menerima hak dan
melaksanakan kewajiban hukum. Pembagian al-ahliyah menjadi ahliyah al-wujub dan ahliyah
al-ada' menunjukkan bahwa hukum Islam mempertimbangkan kondisi serta kemampuan
setiap individu dalam menetapkan tanggung jawab hukum. Di samping itu, pembahasan
mengenai taklif terhadap orang kafir memperlihatkan adanya perbedaan pendapat ulama
sebagai hasil ijtihad dalam memahami dalil-dalil syariat. Oleh karena itu, pemahaman
mengenai mahkum 'alaih, taklif, dan al-ahliyah menjadi bekal penting bagi mahasiswa dan
praktisi hukum Islam agar mampu memahami serta menerapkan hukum Islam secara objektif,
proporsional, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan.
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